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ABSTRAK 

 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP RECHTERLIJK PARDON 

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA 

 

MUHAMMAD RANGGA SAMUDRA 

502021195 

 

Konsep  (Rechterlijk pardon) adalah konsep baru yang diuji coba  untuk  

diakomodasikan di KUHP Nasional. Konsep tersebut memberi  wewenang  

yang  lebih  banyak dan bebas di setiap  pengambilan keputusan yang 

diselenggarakan Majelis Hakim saat penjatuhan keputusannya. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep Rechterlijk pardon sebagai 

bentuk pemaafan hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Konsep ini 

memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana 

meskipun terdakwa terbukti bersalah, dengan mempertimbangkan aspek 

keadilan substantif, kemanusiaan, dan kondisi individual pelaku. Dalam 

sistem hukum Indonesia, prinsip-prinsip dasar Rechterlijk pardon telah 

dikenal, seperti asas individualisasi pidana dan keadilan restoratif, namun 

belum diakomodasi secara eksplisit dalam hukum positif. Melalui pendekatan 

normatif yuridis, penelitian ini menyimpulkan bahwa Rechterlijk pardon 

memiliki potensi besar untuk diterapkan di Indonesia sebagai alternatif 

pemidanaan yang lebih humanistik, terutama dalam kasus-kasus ringan. 

Namun, penerapannya memerlukan pengaturan hukum yang jelas agar tetap 

menjamin kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan wewenang. 

Dengan demikian, Rechterlijk pardon dapat menjadi instrumen penyeimbang 

antara kepastian hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat serta 

Rechterlijk pardon dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana 

Indonesia sebagai upaya pembaruan hukum yang lebih humanis dan adaptif 

terhadap kompleksitas sosial. 

 

Kata kunci : Rechterlijk Pardon, Peradilan pidana, Sistem, Hukum. 
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ABSTRACT 

 

JURIDICAL REVIEW OF RECHTERLIJK PARDON’S CONCEPT IN 

INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM 

 

MUHAMMAD RANGGA SAMUDRA 

502021195 

 

Rechterlijk pardon can be integrated into the Indonesian criminal justice 

system as an effort toward legal reform that is more humanistic and adaptive 

to social complexities. This study aims to examine and analyze the concept of 

Rechterlijk pardon as a form of judicial forgiveness within the Indonesian 

criminal justice system. This concept grants judges the authority to refrain 

from imposing punishment, even if the defendant is proven guilty, by 

considering substantive justice, humanity, and the defendant’s individual 

circumstances. In Indonesia, the foundational principles of Rechterlijk pardon, 

such as the individualization of punishment and restorative justice, are 

recognized but have not yet been formally codified in positive law. Using a 

normative juridical approach, this research concludes that Rechterlijk pardon 

holds significant potential for implementation in Indonesia as a more 

humanistic alternative to punishment, particularly for minor offenses. 

However, its application requires clear legal provisions to ensure legal 

certainty and prevent misuse of authority. Thus, Rechterlijk pardon can serve 

as a balancing instrument between legal certainty and the sense of justice 

within society In addition, Rechterlijk pardon can be integrated into the 

Indonesian criminal justice system as an effort toward legal reform that is 

more humanistic and adaptive to social complexities. 

 

 

Keyword : Rechterlik Pardon, Criminal Justice, System, Law. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara hukum, perihal tersebut dapat ditinjau pada 

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945) yang mengungkapkan “Negara Indonesia adalah negara 

hukum”.
1
 Oleh karenanya ketika melaksanakan aktivitas pemerintahan dan 

ketatanegaraan wajib berlandaskan pada hukum yang ada. Hukum mempunyai 

fungsi bagi kelangsungan hidup kita dalam memberi batasan terhadap apa saja 

perbuatan perbuatan yang dilarangan dan apa saja perbuatan yang 

diperbolehkan untuk menjaga dan melindungi kepentingan negara tetapi juga 

untuk melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan ataupun tindak pidana.
2
 

Penegakan hukum di negara Indonesia mengacu pada ketentuan yang 

ada pada ketentuan hukum pidana secara materiil dan formil. Aturan dalam 

hukum pidana materiil telah ditentukan melalui aturan perundangan Nomor 1 

Tahun 1946 yang berisi mengenai Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (selanjutnya disebut Undang Undang No. 1 Tahun 1960) serta berbagai 

aturan perundangan yang di dalamnya membahas mengenai ketentuan pidana. 

Sementara itu hukum pidana secara formal telah diaturkan ke dalam  Undang-

Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  

                                                                 
1
 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah Di 

Perguruan Tinggi, Jakarta,Bumi Aksara 2008 ,hlm. 122 
2
 Rasyid Ariman, Hukum Pidana, Palembang , Setara Press, 2015. Hlm. 62 

1 
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Pidana  (se $lanjutnya  dise$but  UU  No.  8  Tahun  1981) dan be $rbagai aturan 

yang di dalamnya me $mbahas me $nge $nai hukum pidana. Dua aturan hukum 

te$rse $but te$rmasuk hukum positif di Indone $sia yang diwajibkan untuk ditaati 

dan dipe$rgunakan se $bagai pe $doman pe $ne$gak hukum ke$tika me$lakukan 

pe$nanganan te $rhadap tindak pidana
3
. 

Te$rdapat  tiga macam purtusan hakim yang dibe $rlakukan dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diantaranya putusan 

pe$midanaan (ve $roorde $ling tot e$nige$rle $isanctie$) , putusan be$bas (vrijspraak) 

se$rta putusan le $pas dari se$mua tuntutan hukum (onslag van re $cht ve $rvolging).
4
 

Putusan pe$midanaan akan dibe$rlakukan bila pe $ngadilan te $lah be$rpe $ndapat jika 

te$rdakwa te $lah me$lakukan tindakan yang te $lah te$rbukti be$rsalah
5
. Putusan 

be$bas akan dibe $bankan ke $pada te $rdakwa bila pe $ngadilan te $lah me $mbe$ri 

pe$ndapatnya jika ke $salahan yang dilakukan ole $h te$rdakwa tak bisa dibuktikan 

de$ngan sah dan me $yakinkan. Se$me$ntara itu yang te$rakhir akan dite$tapkan bila 

pe$ngadilan te $lah me$nyatakan pe $ndapatnya bahwasanya te $rdakwa te $lah 

dibuktikan me$lakukan tindakan te $rse $but namun tindakan yang dilakukannya 

tidak te$rmasuk pe$rbuatan pidana. Hal te$rse $but be$rarti te $rdakwa dapat dibe$bas 

le$paskan dari tuntutan.
6
 

Pe$rmasalahan yang be $rikutnya muncul yaitu pada ke$jadian-ke$jadian di 

mana maje $lis hakim me$mutuskan bahwasanya se$cara sah te $rdakwa te $rbukti 

                                                                 
3
 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:  

Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali  (Edisi 2).(Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012), hlm. 35 
4
 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Edisi 2), (Sinar Grafika, Jakarta, 

2008), hlm. 36. 
5
 Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tentang Putusan Pidana. 

 
6
 Pasal 191 ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tentang Putusan Lepas. 
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be$rtindak pidana yang didakwa te $rhadapnya te$tapi putusan pidana pada 

te$rdakwa itu malah me$mbe $rikan rasa ke $tidak adilan, se$dangkan Maje$lis 

Hakim tak me $mpunyai alte $rnative$ putusan lainnya diluar ke $tiga be $ntuk 

putusan itu. Hal te$rse $but se$laras de $ngan asas le $galitas yang me $rupakan salah 

satu landasan pokok pada hukum acara pidana yang me $ngungkapkan 

bahwasanya se $luruh tindakan pe $ne$gak hukum wajib be$rlandaskan pada 

ke$te $tapan hukum dan pe$rundang-undangan ataupun de $ngan kata lainnya 

aparat pe $ne $gak hukum tak se$harusnya me $lakukan pe$rbuatan diluar ke $te$tapan 

hukum dan ke $we$nangannya.
7
 

Hal lainnya yang se $ring kali juga me $njadi pe $rsoalan dan me $nye $babkan 

banyak kritikan yaitu Siste$m Pe$radilan Pidana yang dike $ndalikan ole$h 

pe$rspe $ktif ke$adilan re $tributif yang se $ringkali tak me$mpunyai tujuan 

pe$midanaan yang je $las ke$tika pe $njatuhan pidana pe$ncabutan ke $be$basan se $cara 

se$me$ntara khususnya pada se $mua kasus tindak pidana ringan, yang ke $mudian 

e$fisie $nsi pe$njatuhan pidana itu dapat me$nye $babkan e$fe $k je$ra dan me $nurunnya 

jumlah ke$jahatan juga me$njadi se $buah hal yang ke$rap dipe $rtanyakan.
8 

Me$lihat masalah te$rse $but, munculnya asas Re $chte$rlijk pardon dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru me $rupakan suatu 

konse$p yang be $rasal dari Be $landa. Asas ini sudah dike$nal dalam hukum acara 

pidana Be $landa, yaitu Ne$the $rland We $tboe$k Van Strafvorde$ring (Kitab Hukum 

Acara Be $landa). Namun, dalam konte$ks Indone$sia, pe$ne $rapan konse$p 

                                                                 
7
 M Yahya Harahap, Pemasalahan Pembahasan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan 

dan Penuntutan, Edisi kedua,(Sinar Grafika, Jakarta 2000), hlm. 36. 
8
 Nefa Claudia Meliala, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 8 Issue. 3, 

December 2020, http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS,  

http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS
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Re$chte $rlijk pardon dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) me $nghadirkan se$jumlah pe$rmasalahan. Imple $me$ntasi siste$m hukum 

pidana nasional tidak te$rle$pas dari ke $te$rkaitan antara hukum pidana mate$ril 

(KUHP) dan hukum pidana formil (KUHAP), se$hingga pe $nting untuk 

me$nganalisis se $jauh mana asas dan norma dalam KUHP yang baru se $jalan 

de$ngan KUHAP. Se $lain itu, pe$rlu juga dipahami se$jauh mana konse $p te$rse $but 

me$mbutuhkan dukungan dari KUHAP dan se$baliknya, se $jauh mana KUHAP 

te$lah me$ninjau dan me$nye $suaikan de $ngan asas dan norma yang te$rkandung 

dalam KUHP yang baru.
9
 

Me$lihat pe $ne$rapan konse$p pe $maafan ole $h hakim di Be $landa, 

pe$rmasalahan se $pe$rti itu tidak akan muncul, kare$na se $te$lah dibe$rlakukannya 

Undang-Undang 31-3-1983 yang me $re$visi We $tboe$k van Strafre$cht (WvS), 

te$patnya pada pasal 9a, para pe $nyusun hukum acara di Be $landa langsung 

me$lakukan harmonisasi de$ngan me $masukkan putusan pe $maaf se $bagai salah 

satu je$nis putusan. De$ngan de$mikian, di Be$landa te$rdapat e $mpat je$nis putusan, 

yaitu putusan be $bas, le $pas, pe $midanaan, dan pe $maaf. Putusan pe $maaf ole$h 

hakim (Re$chte $rlijk pardon) di Be$landa se $cara je $las dikate$gorikan se $bagai je$nis 

putusan pe $maaf.
10

 

Pe$ngaturan konse $p Pe $maafan Hakim (Re $chte$rlijk pardon) se $bagai 

jalan ke $putusan alte $rnatif bagi hakim,  tak  bisa se $rta me $rta dijalankan ole$h 

se$mbarangan hakim  namun  harus dipe$rlukannya harmonisasi antar pe $raturan 

                                                                 
9
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru,(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 2014, hlm. 357. 
10

 Adery Ardhan Saputro, “Konsep Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam 

Rancangan KUHP.” Mimbar Hukum, Volume 28, No. 1, (2016). hlm. 62. 
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hukum pidana lain. Ide $alnya, harus ada ke $se$imbangan atau kompromi antara 

ke$adilan dan ke $pastian hukum. Diartikan di dalam imple$me$ntasi Pe$maafan 

Hakim (Re $chte $rlijk  Pardon), se $kali pun ke $adilan  adalah pe $rihal  paling tinggi 

dari tujuan pe$ne $gakkan hukum, hal te$rse $but te$tap dipe$rlukannya ke $harmonisan 

diantara ke $duanya yakni ke$adilan dan ke $pastian hukum, se$hingga pe $laksanaan 

Pe$maafan Hakim (Re $chte$rlijk pardon) te $tap fokus pada tujuan pe $midanaan 

diantaranya me $ngurangite$rjadinya ke $jahatan se $rta me$mbe$rikan ke $se $mpatan 

ke$pada pe $laku untuk ke$mbali ke$ masyarakat de $ngan prose $s Re$sosialisasi.
11  

Konse $p  (Re$chte $rlijk pardon) adalah konse $p baru yang diuji coba  

untuk  diakomodasikan di KUHP Nasional. Konse$p te$rse $but me$mbe$ri  

we $we$nang  yang  le $bih  banyak dan be $bas di se $tiap  pe$ngambilan ke $putusan 

yang dise $le$nggarakan Maje $lis Hakim saat pe$njatuhan ke$putusannya. Se $cara 

e$ksplisit konse$p pe$maafan dicantumkan di Pasal 54 ayat (2) KUHP  te$rbaru, 

“Ringannya  pe $rbuatan,  ke $adaan  pribadi  pe$laku,  atau  ke $adaan  pada 

waktu  dilakukan  tindak  pidana  se$rta  yang  te$rjadi  ke$mudian  dapat  

dijadikan  dasar pe $rtimbangan  untuk  tidak  me $njatuhkan  pidana  atau  tidak  

me $nge$nakan  tindakan  de$ngan me$mpe $rtimbangkan se$gi ke $adilan dan 

ke $manusiaan.”
12

 

Konse $p Re$chte$rlijjk Pardon diharapkan dapat me$njadi jalan pintas atau 

pintu darurat bagi Maje$lis Hakim dalam me$laksanaan pe $nuntutan de$ngan 

me$lihat se$gala faktor faktor dan aspe$k ke$manusiaan dalam 

                                                                 
11

 Arif Setiawan, “Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan 

RUU KUHP Dan RUU KUHAP.” UII, 2021. hlm.44.   
12

 Anza Bangun, jurnal agama, sosial, dan budaya, volume 2 No 5, (Universitas 

Sumatera Utara: Al Furqon, 2023), hlm.370 diakses pada https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw,  

https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw
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me$mpe$rtimbangkan ke $adilan dalam ke $putusan pe $nuntutan ole$h Maje$lis 

Hakim. Namun konse $p pe$maafan hakim ini masih me$njadi pe $rde$batan karna 

be$lum ada yang me $nyatakan putusan ini se $cara te$gas, te $tapi ada be $be$rapa 

putusan hakim yang me$rujuk te $rhadap konse$p Re $chte $rlijk pardon ini. 

Misalnya dalam kasus yang me $nimpa Lanjar Sriyanto yang Divonis ole$h 

Maje$lis Hakim di Pe $ngadilan Ne $ge $ri Karanganyar se $bagai te $rdakwa dalam 

kasus ke$ce $lakaan yang me$mye $babkan istrinya te$was dan anaknya te $rluka, 

Lanjar didakwa de $ngan Pasal 359 dan 360 KUHP ole$h JPU (jaksa pe$nuntut 

umum), namun di dalam putusan hakim me $mbe$rikan pe $maafan karna 

dianggap se $bagai ke $ce $lakaan dan tidak ada unsur ke$se $ngajaan.
13 

Pe$ngaturan (Re $chte $rlijk pardon) pe $rlu untuk dipe$rje $laskan me$nge $nai  

apakah dapat dilakukannya suatu usaha hukum be$rbe $ntuk banding dan kasasi 

ataupun  putusan Re$chte$rlijk  Pardon  yaitu  se$buah  putusan  yang be $rsifat 

final dan pasti, te $tapi tak dapat diajukan suatu usaha hukum ke $padanya, 

pe$ngaturan harus le $bih je$las dikare $nakan pe $ngaturan itu me $rupakan se $buah 

aturan yang sifatnya baru pada Hukum Positif Indone $sia. Dalam hal ini, 

imple$me$ntasinya nanti tak me$munculkan se $buah pe$rde $batan dan ke $raguan. 
14

 

Maka dari uraian dan pe$rmasalahan diatas pe $nulis te$rtarik untuk 

me$lakukan kajian dan analisis. Apakah konse $p Re $chte$rlijk pardon dapat 

be$rlaku dan me $miliki e$fe $ktifitas didalam siste$m pe$radilan pidana di Indone$sia 

yang diwujudkan pada karya ilmiah be$rbe $ntuk skripsi “Tinjauan Yuridis 

                                                                 
13

 Detik News, Artikel : Dimaafkan Hakim, Lanjar Bebas Dari Hukuman, diterbitkan 

pada 04 maret 2010, https://news.detik.com/berita/d-1311104/dimaafkan-hakim-lanjar-bebas-dari-

hukuman, diakses tanggal 20 november 2024 pukul 09.35 
14

 Anza Bangun, jurnal agama, sosial, dan budaya, volume 2 No 5, (Universita Sumatera 

Utara: Al Furqon, 2023), hlm.380 diakses pada https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw,  

https://news.detik.com/berita/d-1311104/dimaafkan-hakim-lanjar-bebas-dari-hukuman
https://news.detik.com/berita/d-1311104/dimaafkan-hakim-lanjar-bebas-dari-hukuman
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw
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Terhadap Konsep Rechterlijk pardon Dalam Sistem Peradilan Pidana Di 

Indonesia.’’ 

B. Rumusan Masalah 

Be $rdasarkan latar be $lakang te $rse $but, dapat dirumuskan 

pe$rmasalahannya, yakni di antaranya:  

1.Bagaimanakah konse $p Re$chte $rlijk pardon jika dite$rapkan dalam 

siste$m pe$radilan pidana di Indone $sia? 

2.Apakah putusan Re $chte$rlijk pardon ole$h Hakim te $rhadap te $rdakwa 

tindak pidana bisa me $mbe$ri ke $adilan dan ke $pastian hukum? 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pe $ne $litian karya ilmiah ini, te$rfokus pada konse $p 

Re$chte $rlijk pardon jika diimple$me$ntasikan dalam siste$m pe$radilan pidana di 

Indone $sia dan putusan Re$chte $rlijk pardon ole $h Hakim te $rhadap te $rdakwa 

tindak pidana dapat me $mbe$ri ke $adilan dan ke $pastian hukum. 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Tujuan pe $ne $litian ini yakni untuk me $nge $tahui dan me $ndapatkan 

pe$mahaman yang le $bih luas te$rkait hal hal be $rikut; 

a) Tujuan Penelitian 

Be $rdasarkan latar be $lakang pe $ne$litian, se$hingga tujuan dari pe $ne$litian ini 

yakni; 

a. Untuk me $nge $tahui konse $p Re $chte $rlijk pardon apabila diimple$me$ntasikan 

ke$dalam siste $n pe$radilan pidana di Indone $sia. 
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b.Untuk me$nge $tahui apakah putusan Re $chte $rlijk pardon yang di putus ole $h 

hakim untuk te $rdakwa tindak pidana, dapat me $mbe$rikan ke $adilan dan 

ke$pastian hukum. 

b)   Manfaat Penelitian  

a. Se$cara Te $oritis 

   Se$cara Te $oritis diharapkan dapat me $mbe$ri pe $nge $tahuan dan wawasan 

me$nge $nai ilmu dan pe$nge $tahuan hukum khusunya ilmu hukum pidana 

yang re $le$van de $ngan pe $radilan tindak pidana agar me$mbe $ri pe$mahaman 

se$cara spe $sifik dan konkrit ke$pada se $mua masyrakat dan khususnya 

aparat pe $ne$gak hukum. 

b.Se$cara Praktis 

   Se$cara praktis karya ilmiah ini diharapkan bisa me$njadikan masukan 

te$rhadap aparat pe $ne$gak hukum, khususnya ke$pada Maje $lis Hakim 

supaya tidak salah atau ke$liru dalam se $tiap tuntutan tindak pidana kare $na 

itu be$rkaitan de $ngan asas ke$adilan dan hak asasi manusia, se$rta karya 

ilmiah ini me$rupakan prasyarat Pe $nulis untuk me$nye $le$saikan studi 

sarjana di Fakultas Hukum Unive$rsitas Muhammadiyah. 

E. Kerangka Konseptual 

Ke $rangka konse $ptual yaitu  struktur  dari macam-macam konse $p yang 

me$mbe$ntuk satu ke$satuan utuh, se$hingga dapat dijadikan dasar, acuan, se$rta 

panduan dalam pe $ne$litian.
15

 

                                                                 
15

 Tjetjep Samsuri, “Kajian Teori , Kerangka Konsep Dan Hipotesis Dalam Penelitian,” 

Kajian Teori, Kerangka Konsep Dan Hipotesis Dalam Penelitian, 2003, 1–7,           

http://repository.unp.ac.id/1656/1/TJEJEP SAMSURI_209_03.pdf. 
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1. Tinjauan Yuridis 

Tinjauan yuridis adalah aktivitas me$nganalisa, me$ngumpulkan data 

atau me$lakukan pe $nye $lidikan se$cara te$re $ncana dan obje$ktif pada suatu 

obje$k pe $nilitian be$rdasarkan hukum dan pe $rundang-undangan.
16

 

2.   Rechterlijk pardon 

Re$chte $rlijk pardon yaitu konse$p yang dijadikan pe $doman ole$h 

hukum Be $landa, yang mana hakim be $rse $dia me$mbe$ri maaf ke $pada 

te$rdakwa yang be $rarti dalam pe $rtimbangan khusus, hakim bisa me $maafkan 

te$rdakwa walaupun te $rbukti be$rsalah me $skipun tidak dijatuhkan sanksi.
17

 

3.   Sistem Peradilan Pidana 

Siste$m pe$radilan pidana ialah pe$nye $le$nggaraan se$luruh le$mbaga-

le$mbaga yang dilibatkan didalam pe $radilan pidana atau pe $ne $gak hukum 

(ke $jaksaan, ke $polisian, pe$ngadilan, se $rta le $mbaga masyarakat) me $lalui 

se$buah me $kanisme$ yang be $rtahap se $suai prose $dur masing masing yang 

be$rtujuan untuk me $nanggulangi ke $jahatan yang te $rjadi.
18

 

F. Review Studi Terdahulu 

Pe$ne$litian pe $ne$litian te$rdahulu yang re $le$van me$nge $nai „Konse $p 

Re$chte $rlijk pardon‟ be$rikut te$rdapat pe $ne $litian te$rse$but : 

Tabe $l 1.1 Studi kasus yang re $le$van 

                                                                 
16

 Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, Metode Penelitian Hukum, (Jawa Barat, Widina 

Media Utama), 2023 
17

 Wila Wahyuni, Artikel : Memahami Rechterlijk Pardon Dan Konsep Pemaafan Hakim, 

diterbitkan pada 14 April 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-rechterlijk-

pardon-atau-konsep-pemaafan-hakim-lt6438c43d2efab/, diakses tanggal 20 November 2024 pukul 

12.35 
18

 Kadri Husin, Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Sinar Grafika, 

2022). hlm. 3 

 

https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-rechterlijk-pardon-atau-konsep-pemaafan-hakim-lt6438c43d2efab/
https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-rechterlijk-pardon-atau-konsep-pemaafan-hakim-lt6438c43d2efab/
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NO JUDUL NAMA TAHUN PEMBAHASAN 

1 SKRIPSI: 
“Prospe $ktif 

Re$chte $rlijk 

pardon Dalam 

Putusan 

Pe$ngadilan 

Dalam Studi 

RKUHP Tahun 

2018” 

De $stria 2018 Pe$ne$litian ini 

me$mbahas te $ntang ide $ 

pe$mbe $rian maaf hakim 

didalam RKUHP 2018 

yang dituangkan dalam 

Pe$doman Pe$midanaan 

pada Ke $te$ntuan Umum 

Pasal 60 Ayat (2) 

RKUHP 2018 dan 

me$mbahas bagaimana 

konse$p Re $chte$rlijk 

pardon dilihat dari 

tujuan dan pe$doman 

pe$midanaannya.
19

 

2 SKRIPSI: 
“Tinjauan 

Te$rhadap Konse $p 

(Re $chte$rlijk 

pardon) 

Kaitannya 

De $ngan 

Ke $pe$ntingan 

Hukum Korban 

Tindak Pidana 

(Studi Konse$p 

RKUHP 2019)” 

Muhammad 

Rifai Yusuf 

2021 Pe$ne$litian  ini 

me$mbahas te$ntang latar 

be$lakang dan gagasan 

me$nge$nai pe$maafan 

hakim dalam RKUHP, 

se$kaligus kajian yang 

le$bih me$ndalam te$ntang 

ke$te$rkaitan konse$p 

te$rse$but de$ngan 

ke$pe$ntingan hukum 

bagi korban tindak 

pidana.
20

 

3 SKRIPSI: 

“Analisis Yuridis 

Syarat-Syarat 

Pe$ne$rapan 

Re$chte $rlijk 

pardon 

(Pe$maafan 

E$rifa 

Agustianiss

yah 

2024 Pe$ne$litian ini 

me$mbahas te $ntang 

syarat syarat agar 

konse$p Re $chte$rlijk 

pardon, dapat 

dite$rapkan di dalam 

ke$putusan hakim yang 

                                                                 
19

 Destria, “Prospektif Rechterlijk Pardon dalam putusan pengadilan dalam studi RKUHP 

tahun 2018,” Skripsi, 2019, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, diakses pada, 

http://digilib.unila.ac.id/58351/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf, pukul 

16.30 
20

 Muhammad Rifai Yusuf, “Tinjauan terhadap konsep (Rechterlijk Pardon) kaitannya 

dengan kepentingan hukum korban tindak pidana (studi konsep RKUHP 2019),” Skripsi, 2021. 

Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 

https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14325/1/1702056046_Muhammad%20Rifai%20Yusuf_Le

ngkap%20Tugas%20Akhir%20-%20Rivai%20Yusuf.pdf, pukul 16.45 

http://digilib.unila.ac.id/58351/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14325/1/1702056046_Muhammad%20Rifai%20Yusuf_Lengkap%20Tugas%20Akhir%20-%20Rivai%20Yusuf.pdf
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14325/1/1702056046_Muhammad%20Rifai%20Yusuf_Lengkap%20Tugas%20Akhir%20-%20Rivai%20Yusuf.pdf


11 

 

 

 

Hakim) 

Be $rdasarkan UU 

No 1 Tahun 

2023” 

be$rdasarkan de $ngan 

UU No 1 Tahun 2023.
21

 

 

Be $rdasarkan pe $ne$litian pe$rtama yaitu “Prospe $ktif Re$chte $rlijk pardon 

Dalam Putusan Pe$ngadilan Dalam Studi RKUHP Tahun 2018”, ole$h De $stria 

pada Tahun 2019 te $rfokus atau me $mbahas te$ntang ide $ pe$mbe $rian maaf ole$h 

hakim pada RKUHP 2018 yang dituangkan didalam Pe $doman Pe$midanaan 

dalam Ke $te$ntuan Umum Pasal 60 Ayat (2) RKUHP 2018 dan me $mbahas 

bagaimana konse $p Re$chte$rlijk pardon dilihat dari tujuan se$rta pe$doman 

pe$midanaan. 

Pada pe $ne$litian ke$dua yaitu “Tinjauan Te $rhadap Konse $p (Re$chte $rlijk 

pardon) Kaitannya De $ngan Ke $pe $ntingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi 

Konse $p RKUHP 2019)”, ole$h Muhammad Rifai Yusuf pada Tahun 2021 yang 

te$rfokus te $ntang latar be $lakang dan gagasan me $nge$nai pe $maafan hakim dalam 

RKUHP, se $kaligus kajian yang le $bih me $ndalam te $ntang ke $te$rkaitan konse$p 

te$rse $but de$ngan ke $pe$ntingan hukum bagi korban tindak pidana. 

Pada studi ke$tiga yaitu “Analisis Yuridis Syarat-Syarat Pe $ne$rapan 

Re$chte $rlijk pardon (Pe$maafan Hakim) Be $rdasarkan UU No 1 Tahun 2023”, 

ole$h E$rifa Agustianissyah pada Tahun 2024 te $rfokus pada syarat syarat agar 

konse$p Re $chte $rlijk pardon dapat dite $rapkan di dalam ke $putusan Hakim yang 

be$rdasarkan UU No 1 Tahun 2023.  

                                                                 
21

 Erifa Agustianissyah, “Analisis Yuridis Syarat-Syarat Penerapan Rechterlijk Pardon 

(Pemaafan Hakim) Berdasarkan UU No 1 Tahun 2023,” Skripsi, 2024, Fakultas Ilmu Sosial Dan 

Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, diakses pada 

http://repositori.umrah.ac.id/8252/6/ERIFA%20AGUSTIANISSYAH_190574201020_ILMU%20

HUKUM_COVER.pdf, pukul 17.20 

http://repositori.umrah.ac.id/8252/6/ERIFA%20AGUSTIANISSYAH_190574201020_ILMU%20HUKUM_COVER.pdf
http://repositori.umrah.ac.id/8252/6/ERIFA%20AGUSTIANISSYAH_190574201020_ILMU%20HUKUM_COVER.pdf
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Se$dangkan pada pe $ne $litian saya yang be $rjudul “Tinjauan Yuridis 

Te$rhadap Konse $p Re$chte$rlijk pardon Pada Siste$m Pe$radilan Pidana Di 

Indone $sia”, te $rfokus pada pe $mbahasan me $nge $nai konse $p Re$chte $rljik Pardon 

jika dite$rapkan ke $dalam siste$m pe$radilan pidana di Indone $sia dan putusan 

Re$chte $rlijk pardon ole$h Hakim te $rhadap te $rdakwa tindak pidana dapat 

me$mbe$ri ke $adilan dan ke $pastian hukum. 

G. Metode Penelitian  

A. Jenis Penelitian 

Me$tode$ pe $ne$litian ini me$ngadopsi pe $ne$litian hukum normatif atau 

ke$pustakaan, di mana pe $ne$litian ini dilaksanakan de$ngan me $nganalisis 

mate$ri atau bahan ke $pustakaan yakni data prime $r dan se$kunde $r. Bahan 

bahan hukum ini akan di susun se$cara siste $matis dan te $rstruktur yang 

be$rguna untuk me $mpe$rmudah dalam me $ngambil ke$simpulan dari 

pe$rmasalahan yang akan dite$liti. Se$lanjutnya pe$ne $litian ini akan 

dilakukan de $ngan me $ngide $ntifikasi masalah masalah pokok yang 

te$rjadi ke $mudian didasarkan me $nurut pe $raturan undang-undang dan 

bahan hukum yang sudah disiapkan ole$h pe $nulis.
22

 

B. Sumber Data 

Sumbe$r data yang dipe $rgunakan pada pe $ne$litian ini yaitu Bahan 

Hukum Prime$r, Se$kunde $r dan Te $rsie$r. 

                                                                 
22

 Isnaini, Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum poostif di 

indonesia, jurnal independet,volume 5 no 1, 2017,Hlm 24. Diakses htpp:// 

jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/indepedent/article/view/6, 
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a. Bahan Hukum Prime $r yakni sumbe$r hukum yang be$rsifat otoritatif 

atau be $rke$kuatan yang me$ngikat se $pe$rti pe$raturan undang-undang 

yang be $rlaku contohnya;  

- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana 

- Kitab Undang Undang Hukum pidana Tahun 2023 

b. Bahan Hukum Se $kunde$r yakni bahan hukum yang me $mbe $ri 

pe$njabaran le $bih lanjut te$ntang bahan hukum prime$r, contohnya 

rancangan undang-undang, pe $ndapat ahli hukum, jurnal hukum, 

dan hasil te$muan se $be$lumnya.
23

 

c.    Bahan Hukum Te $rsie$r 

Bahan Hukum Te $rsie $r yakni bahan hukum yang be$rfungsi se $bagai 

panduan ataupun pe $nje$las tambahan pada bahan hukum prime$r 

dan se $kunde$r, contohnya kamus hukum atau e $nsiklope$dia. 

3.   Metode Pengumpulan Data 

Me$tode$ yang pe $nulis te$rapkan dalam pe $ngumpulan data dan bahan 

hukum karya ilmiah ini me$ngunakan me $tode$ studi pustaka yakni 

de$ngan me $ngumpulkan data yang pe $nulis dapatkan me $lalui jurnal,buku 

atau sumbe$r-sumbe$r pe$ne$litian yang re $le$van lainnya. Dalam me$tode $ 

ini pe$nulis dapat me $narik ke $simpulan de$ngan me$mpe $lajari be $rkaitan 

de$ngan hal yang be $rhubungan de $ngan pe $raturan undang-undang 

ataupun ke $putusan pe$ngadilan yang te $rkait de$ngan studi ini se$rta 

                                                                 
23

 Solikin Nur, Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Qiara Media, Jawa 

Timur, 2021) 
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dokume$n yang be $rkaitan de $ngan proble $matika yang sudah ada untuk 

me$ndukung pe $ne$litian. 

4.  Teknik Analisis Data 

Pada studi ini me$ne$rapkan te $knik analisa data yang be $rsifat 

kualitatif, yang mana me$tode$ ini me$mpe $role$h data yang ke $mudian 

akan di simpulkan me$lalui pe$nyajian data yang te $lah di analisa 

se$hingga dapat ditarik ke$simpulan data te $rse $but.
24

 Me$tode$ ini be $rguna 

untuk me$mpe $rmudah dalam me $nyusun bahan hukum de $ngan rapih dan 

siste$matis se$hingga pe $nulis dapat me$narik ke $simpulan dan me$njawab 

masalah yang timbul dalam karya ilmiah ini.  

H.  Sistematika Penulisan 

Siste$m pe $nilitian te$rbagi me$njadi 4 bab, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini me$nguraikan latar be $lakang, pe $rumusan pe $rmasalahan, ruang 

lingkup, tujuan dan manfaat pe $ne$litian, ke$rangka konse$ptual, rivie$w studi 

te$rdahulu yang re $le$van, me$tode$ pe $ne$litian se$rta siste$matika pe $nulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini me $nguraikan tinjauan pustaka yang be $rkaitan de$ngan tinjauan umum 

me$nge $nai konse$p Re $chte$rlijk pardon, tinjauan me$nge $nai siste$m pe$radilan 

pidana di Indone $sia dan tinjauan me $nge $nai putusan hakim. 

BAB III PEMBAHASAN 

                                                                 
24

 Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan 

Disertasi, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), hlm 19 
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Bab ini me$nje $laskan te$ntang pe $mbahasan pe $rmasalahan yang ada yakni 

ke$bijakan konse $p Re$chte$rlijk pardon dalam siste$m pe$radilan pidana di 

Indone $sia me$nurut KUHP baru dan me $nge $nai apakah putusan Re $chte$rlijk 

pardon dapat me $mbe$ri ke$adilan dan ke $pastian hukum. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini adalah bagian te $rakhir yang me $mbe $rikan ke$simpulan dan saran yang 

be$rlandaskan pada hasil dan pe $mbahasan yang be$rhubungan de $ngan karya 

ilmiah ini. 
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